
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

(PERUM PERURI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum

Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) sudah tidak sesuai lagi
dengan tuntutan dan perkembangan keadaan; .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara, maka perlu pengaturan kembali Peraturan Pemerintah
tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM
PERURJ);

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan
(PERSERO) Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN)
kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4305);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI).



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI),

yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh
modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
terbagi atas saham.

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di
bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar
Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan
berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.

3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian tehadap kepengurusan
Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengap
baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang
seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis
operasional.

5. Pengurusan adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan kebijakan
pengembangan usaha dan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh
Menteri.

6. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili
Pemerintah selaku pemegang saham pada persero dan pemilik modal pada
perum dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.

7. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili
Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan kepengurusan Perusahaan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik
Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2000 dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan pemerintah ini.

Pasal 3



(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan usaha
yang diberi tugas melaksanakan pencetakan uang rupiah Republik Indonesia
untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.

(2) Dalam hal keadaan mendesak dan/atau secara teknis Perusahaan tidak mampu
memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencetakan
uang rupiah Republik Indonesia dapat dilakukan pada perusahaan lain dengan
berkonsultasi terlebih dahulu kepada Menteri.

(3) Selain melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan
melaksanakan tugas mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen
keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan
instansi yang berwenang.

BABII
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4

Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
(PERUM PERURI).

Pasal 5

(1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang di

wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri.

Pasal 6

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Kedua Sifat, Maksud dan Tujuan
Pasal 7

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan
umum dan juga untuk mendapatkan laba agar mandiri serta dapat hidup berkelanjutan
berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
dengan mengutamakan segi keamanan (security) terhadap hasil cetak dan/atau
produknya.

Pasal 8

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melaksanakan dan menunjang program
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan



mengadakan usaha di bidang pencetakan uang, barang dan/atau jasa yang mempunyai
nilai sekuriti tinggi demi keamanan dan kepentingan negara.

Bagian Ketiga
Kegiatan dan Pengembangan Usaha

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan
menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia untuk memenuhi
permintaan Bank Indonesia dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai,

meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang dan berwenang;
b. mencetak dokumen sekuriti lainnya dan barang cetakan logam non uang;
c. mencetak uang dan dokumen sekuriti negara lain atas permintaan negara yang

bersangkutan;
d. menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi yang berkaitan dengan

kegiatan usaha Perusahaan; dan
e. usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan

Perusahaan.

Pasal 10

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berdasarkan kebijakan pengembangan
usaha, Perusahaan dapat:
a. melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar

negeri;
b. membentuk anak perusahaan; dan/atau
c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Keempat
Modal

Pasal 11

(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.

(2) Banyaknya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan
sebanyak nilai penyertaan modal negara yang tertanam dalam Perusahaan yaitu
Rp.363.573.454.896,OO (tiga ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh
tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam
rupiah).

(3) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara dalam
Perusahaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.



(4) Setiap penambahan dan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi
cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Penerbitan obligasi den surat utang lainnya ditetapkan oleh Menteri.
(2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu.
Bagian Kelima

Organ Perusahaan

Pasal 13

(1) Organ Perusahaan adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.
(2) Selain organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak lain

manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.

Bagian Keenam
Menteri

Pasal 14

(1) Menteri melakukan pembinaan Perusahaan.
(2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menetapkan kebijakan pengembangan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan.

(3) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan
Pengawas.

(4) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil
usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan usaha lainnya.

(5) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan
pedoman bagi Direksi dan Dewan pengawas dalam menjalankan kegiatan
operasional Perusahaan.

(6) Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan usaha, Menteri dapat
menlinta masukan dari Menteri Teknis.

Pasal 15

Menteri tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan
Perusahaan dan kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan negara yang telah
dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :
a. Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan

Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b. Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh


